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PUTUSAN

Nomor:840/Pdt.G/2023/PA.Lt

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA 

PENGADILAN AGAMA LAHAT

Memeriksa dan mengadili  perkara perdata agama pada tingkat pertama telah

menjatuhkan putusan dalam perkara cerai gugat antara:

PENGGUGAT, tempat dan tanggal lahir Lampung Selatan, 14 Juli 1979,

agama  Islam,  pendidikan  S1,  pekerjaan  xxxxxxx  xxxxxx

xxxxx, bertempat tinggal di KABUPATEN LAHAT, PROVINSI

SUMATERA SELATAN, yang dalam hal ini memberikan kuasa

kepada  Anggi  Rizkian,  S.H  dan  M  Fedri  Setiawan,  S.H

Advokat  /  Pengacara,  Yang Berkantor  di  KANTOR HUKUM

ANGGI REZKIAN & PARTNERS, yang beralamat di Jl Damai

Lembayung No. 55 Rt 07A Rw 03 Kelurahan Bandar Agung,

Kecamatan Lahat, xxxxxxxxx xxxxx Sumatera Selatan;

Penggugat;

Lawan

TERGUGAT,  tempat  dan  tanggal  lahirBoyolali,  16  November  1965,

agama Islam, pendidikan SLTA, pekerjaan xxxxxx, bertempat

tinggal  di  KABUPATEN  BOYOLALI,  PROVINSI  JAWA

TENGAH;

Tergugat;

Pengadilan Agama tersebut; 

Telah mempelajari berkas perkara;

DUDUK PERKARA

Bahwa Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 05 Desember 2023

yang  didaftarkan  di  Kepaniteraan  Pengadilan  Agama  Lahat  Nomor

840/Pdt.G/2023/PA.Lt,  tanggal  tersebut,  dengan  dalil-dalil  pada  pokoknya

sebagai berikut:
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1. Bahwa  Penggugat  dengan  Tergugat  melangsungkan  pernikahan

pada tanggal  24 Juni 1999 yang dicatatkan oleh Pegawai Pencatat  Nikah

Kantor  Urusan  Agama  xxxxxxxxx  xxxxx  xxxxx,  xxxxxxxxx

xxxxx sebagaimana Kutipan Akta Nikah Nomor. xxxxxxxxxxx tanggal 01 Juli

1999 

2. Bahwa sesudah  aqad nikah Tergugat  mengucapkan  sighat  ta'lik

talak; 

3. Bahwa setelah menikah,  Penggugat  dengan Tergugat  bertempat

tinggal  di  xxxx  xxxxxxxxx  Kelurahan  Purwaraja xxxxxxxxx  xxxxx

xxxxx xxxxxxxxx  xxxxx selama  kurang  lebih  15 (lima  belas)  tahun  sudah

bercampur  (ba'da  dukhul),  dan  telah  di  karuniai  2  (dua)  orang  anak

perempuan dan laki-laki, yaitu ; 

1) Xxxxxxxxxxx

xxxxxxxxxxxx

4. Bahwa sejak awal menikah rumah tangga antara Penggugat dan

Tergugat  selalu  rukun dan  harmonis,  barulah  pernikahan berjalan  kurang

lebih 3 (tiga) tahun Tergugat Mulai berubah, karena masalah antara lain; 

a. Tergugat mempunyai sifat kasar dalam berbicara, egois, emosional

dan mudah marah dihadapan anak-anak, bahkan pada saat anak-anak

sakit Tergugat pun tidak perduli lagi. 

b. Tergugat  tidak  pernah  membimbing  Penggugat  dan  anak-anak

selama pernikahan dalam agama; 

c. Tergugat  tidak  memberikan nafka  kepada Penggugat  dan  anak-

anak lagi, 

d. Tergugat malas bekerja, 

e. Tergugat tiap hari berkata-kata ingin pinda ke boyolali, 

5. Bahwa  Penggugat  sudah  berusaha  untuk  bersabar  dengan

harapan  Tergugat  dapat  berubah  menjadi  pribadi  yang  baik  kepada

Penggugat,  akan tetapi  justru  pada tanggal  30  Juni  2014 Tergugat  pergi

meninggalkan rumah tanpa pamit ke Penggugat sampai dengan saat ini ; 

6. Barulah  tepatnya  dibulan  Agustus  2014  Penggugat  tau

Keberadaan Tergugat diboyolali (di rumah orang tua Tergugat) ; 
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7. Bahwa Penggugat  Pernah  menghubungi  Tergugat  untuk  pulang

kembali  kerumahnya  yang  ada  di  desa  purwaraja,  dan  bahkan pihak

keluarga  sudah  berusaha  untuk  menasehati  Tergugat  untuk  kembali

kerumah  Penggugat,  dan  Tergugat  mengabaikannya  saja  dengan  alasan

mengurus ibu Tergugat yang ada di boyolali ; 

8. Bahwa Tergugat sejak tanggal 30 Juni 2014 tidak lagi memberiikan

Nafka dan pendidikan kepada anak dan Penggugat sebagai mana tanggu

jawabnya menjadi seorang kepala rumah tangga dan sampai dengan saat

ini, semua kebutuhan biaya hidup (Alimentasi) ditanggu oleh Penggugat ; 

9. Bahwa  selama  ini  Penggugat  telah  berusaha  untuk  bersabar

dengan keadaan ini  dengan harapan Tergugat suatu saat dapat berubah,

namun  keadaan  tersebut  tidak  pernah  menjadi  baik  dan  sekarang

Penggugat  tidak  sanggup  lagi  untuk  membina  rumah  tangga  dengan

Tergugat dan perceraian adalah jalan terbaik yang harus ditempuh; 

10. Bahwa  dengan  demikian,  Tergugat  telah  melanggar  sighat  ta'lik

talak  yang  telah  diucapkannya  terhadap  Penggugat  sesaat  setelah  akad

nikah berlangsung; 

11. Bahwa  berdasarkan  dalil-dalil  di  atas,  telah  cukup  alasan  bagi

Penggugat  untuk  mengajukan Gugatan ini  sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 19 Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 dan untuk itu Penggugat

memohon  kepada  Bapak  /  Ibu  Ketua  Pengadilan  Agama  Lahat  kiranya

berkenan menerima dan memeriksa perkara ini; 

12. Bahwa mengingat  Penggugat  dan  Tergugat  mempunyai  2  (dua)

orang  anak  yang saat  ini  sudah  tumbuh  dewasa  dan  yang  satunya  lagi

masih membutuh perhatian dan kasih  sayang ibunya serta  demi  menjaga

kelangsungan pendidikan anak-anak dan masa depannya. 

13. Bahwa Penggugat  sanggup membayar  biaya yang timbul  dalam

perkara ini; 

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas, Penggugat mohon kepada

Bapak  Ketua  Pengadilan  Agama  Lahat  cq.  Majelis  Hakim  yang  memeriksa

perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut : 

PRIMER:

1. Mengabulkan Gugatan Penggugat seluruhnya; 

Hal. 3 dari 12 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 3



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan talak satu ba'in shughra Tergugat (Suyadi Bin 

xxxxxxxxxxx) Terhadap Penggugat (Umi Kuniah, S.Pd.I. Binti Juhari); 

3. Membebankan  biaya  perkara  ini  sesuai  peraturan  hukum  yang

berlaku; 

SUBSIDER:

Atau apabila majelis hakim berpendapat lain mohon putusan yang seadil-adilnya

(ex aequo et bono); 

Bahwa pada persidangan yang telah ditetapkan Penggugat telah datang

menghadap di  persidangan,  sedangkan Tergugat  tidak datang menghadap di

persidangan  dan  tidak  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  840/Pdt.G/2023/PA.Lt  Tanggal  09  Desember  2023  dan  Nomor

840/Pdt.G/2023/PA.Lt  Tanggal  21  Desember  2024  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan

yang sah;

Bahwa Majelis Hakim telah menasehati  Penggugat agar berfikir  untuk

tidak  bercerai  dengan  Tergugat,  tetapi  Penggugat  tetap  pada  dalil-dalil

gugatannya untuk bercerai dengan Tergugat;

Bahwa perkara ini tidak dapat dimediasi karena Tergugat tidak pernah

datang  menghadap  meskipun  telah  dipanggil  secara  resmi  dan  patut,

selanjutnya  dimulai  pemeriksaan  dengan  membacakan  surat  gugatan

Penggugat yang maksud dan tujuannya tetap dipertahankan oleh Penggugat;

Bahwa Penggugat untuk membuktikan dalil-dalilnya, telah mengajukan

bukti-bukti berupa:

A. Surat:

1. Fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk  NIK  1604175407790002,

atas  nama  (Penggugat),  yang  dikeluarkan  Dinas  Kependudukan  dan

Pencatatan  Sipil,  Pemerintah  xxxxxxxxx  xxxxx,  tanggal  26  Juli  2012.

Bukti surat tersebut telah bermeterai cukup dan sesuai dengan aslinya

bukti (P.1); 

2. Fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  Nomor  xxxxxxxxxxx,  yang

dikeluarkan  KUA  Kikim  Timur,  xxxxxxxxx  xxxxx,  xxxxxxxx  xxxxxxxx
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xxxxxxx,  tanggal  01  Juli  1999.  Bukti  surat  tersebut  telah  bermeterai

cukup dan sesuai dengan aslinya bukti (P.2);

B. Saksi:

1. SAKSI 1, di bawah sumpahnya memberikan  keterangan sebagai

berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa Saksi adalah adik kandung Penggugat; 

 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxx Kikim Timur sampai

dengan berpisah; 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak; 

 Bahwa kehidupan  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 Tergugat

pergi meninggalkan rumah tanpa pamit ke Penggugat;

 Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal,  sampai

sekarang sudah berjalan lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya; 

 Bahwa yang meninggalkan kediaman bersama adalah Tergugat,

tanpa sepengetahuan Penggugat; 

 Bahwa  saat  ini  Penggugat  tinggal  bersama  orang  tuanya  dan

Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya; 

 Bahwa  pernah  diusahakan  perdamaian  oleh  pihak  keluarga,

namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun

lagi; 

 Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan

Tergugat; 

2. SAKSI 2, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai

berikut:

 Bahwa Saksi kenal dengan Penggugat dan Tergugat; 

 Bahwa Saksi adalah tetangga Penggugat; 
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 Bahwa setelah menikah Penggugat dan Tergugat bertempat tinggal

di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxx Kikim Timur sampai

dengan berpisah; 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  telah  dikaruniai  2  (dua)  orang

anak; 

 Bahwa kehidupan  rumah tangga  Penggugat  dan  Tergugat  pada

awalnya berjalan baik dan rukun, namun sejak tahun 2014 Tergugat

pergi meninggalkan rumah tanpa pamit ke Penggugat; 

 Bahwa  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  pisah  tempat  tinggal,

sampai sekarang sudah berjalan lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya;

 Bahwa  yang  meninggalkan  kediaman  bersama  adalah  Tergugat

tanpa sepengetahuan Peggugat; 

 Bahwa saat ini Penggugat tinggal di rumah kediaman bersama dan

Tergugat juga kembali ke rumah orang tuanya; 

 Bahwa  pernah  diusahakan  perdamaian  oleh  pihak  keluarga,

namun tidak berhasil karena Penggugat dan Tergugat tidak mau rukun

lagi; 

 Bahwa Saksi sudah tidak sanggup mendamaikan Penggugat dan

Tergugat; 

Bahwa  Penggugat  telah  menyampaikan  kesimpulan  yang  isinya

sebagaimana telah tertuang dalam berita acara sidang;

Bahwa untuk mempersingkat  uraian putusan ini,  segala yang tercatat

dalam  berita  acara  sidang  merupakan  bagian  yang  tidak  terpisahkan  dari

putusan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang,  bahwa  maksud  dan  tujuan  gugatan  Penggugat  adalah

sebagaimana terurai di atas;

Surat Kuasa

Menimbang,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  Penggugat  tanggal  13

November 2023 telah ternyata memenuhi syarat formil surat kuasa, yaitu telah

memenuhi unsur kekhususan, dimana secara jelas menunjuk perkara Gugatan

Cerai di Pengadilan Agama Lahat dengan memuat materi telaah yang menjadi

batas dan isi dari materi kuasa yang diberikan dengan mencantumkan identitas

Hal. 6 dari 12 Hal. Putusan No.840/Pdt.G/2023/PA.Lt

Disclaimer
Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas
pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu kewaktu.
Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id    Telp : 021-384 3348 (ext.318) Halaman 6



Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Mah
ka

m
ah

 A
gung R

ep
ublik

 In
dones

ia

Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

para  pihak  berperkara  dan  telah  mencantumkan  tanggal  serta  tanda  tangan

pemberi kuasa, begitu juga Kartu Tanda Pengenal Para Advokat masih berlaku

serta  telah  disumpah  oleh  Pengadilan  Tinggi  setempat,  maka  Majelis

berpendapat,  bahwa  Surat  Kuasa  Khusus  dimaksud  dapat  dinyatakan  sah

karena telah sesuai dengan SEMA Nomor 01 Tahun 1971 tanggal 23 Januari

1971 juncto SEMA Nomor 6 Tahun 1994 tanggal 14 Oktober 1994 dan ketentuan

Pasal  32 Undang-undang Nomor 18 Tahun 2003 tentang Advokat  karenanya

penerima  kuasa  harus  pula  dinyatakan  telah  mempunyai  kedudukan  dan

kapasitas sebagai subjek hukum yang berhak melakukan tindakan hukum atas

nama pemberi kuasa untuk beracara dalam perkara a quo;

Menimbang,  bahwa  ternyata  Tergugat  tidak  datang  menghadap  di

persidangan  dan  tidak  pula  menyuruh  orang  lain  untuk  menghadap  sebagai

wakil/kuasanya  yang  sah,  meskipun  berdasarkan  Surat  Panggilan  (relaas)

Nomor  840/Pdt.G/2023/PA.Lt  Tanggal  09  Desember  2023  dan  Nomor

840/Pdt.G/2023/PA.Lt  Tanggal  21  Desember  2024  yang  dibacakan  di

persidangan, Tergugat telah dipanggil secara resmi dan patut, sedangkan tidak

ternyata bahwa tidak datangnya Tergugat tersebut disebabkan oleh suatu alasan

yang sah;

Menimbang,  bahwa  Tergugat  yang  telah  dipanggil  secara  resmi  dan

patut akan tetapi tidak menghadap persidangan, harus dinyatakan tidak hadir

dan gugatan Penggugat tersebut harus diperiksa secara verstek, vide Pasal 149

ayat (1) R.Bg;

Pokok Perkara

Menimbang,  bahwa  yang  menjadi  alasan  perceraian  dalam  gugatan

Penggugat  adalah  bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  telah  terjadi

perselisihan dan pertengkaran terus-menerus karena Tergugat  malas bekerja,

akibatnya Penggugat  pulang ke  rumah orang tua  Penggugat,  sehingga telah

terjadi pisah tempat tinggal selama kurang lebih 5 bulan sampai sekarang, dan

selama  pisah  antara  Penggugat  dan  Tergugat  sudah  tidak  ada  komunikasi

apalagi menjalankan kewajiban sebagaimana layaknya suami-istri;

Analisis Pembuktian

Menimbang,  bahwa  meskipun  Tergugat  dianggap  mengakui  atau

setidak-tidaknya  tidak  membantah  dalil-dalil  gugatan  Penggugat,  karena
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Tergugat tidak pernah hadir di persidangan, namun karena perkara ini perkara

perceraian,  maka  Penggugat  tetap  diwajibkan  untuk  membuktikan  alasan-

alasan perceraiannya dengan mengajukan alat-alat bukti yang cukup

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  Pasal  283  R.Bg  jo. Pasal  1685

KUHPerdata, Penggugat berkewajiban untuk membuktikan hal tersebut di atas;

Menimbang,  bahwa Penggugat  untuk membuktikan dalil-dalilnya telah

mengajukan bukti surat P.1 dan P.2 serta saksi-saksi yaitu: SAKSI 1 dan SAKSI

2;

Menimbang,  bahwa bukti  P.1  berupa  fotokopi  Kartu  Tanda Penduduk

atas nama Penggugat telah memenuhi syarat formil dan materiil sebagai akta

autentik, oleh karena itu mempunyai kekuatan pembuktian yang sempurna dan

mengikat  sesuai  Pasal  285 R.Bg jo.  Pasal  1870 KUH Perdata,  membuktikan

bahwa Penggugat tercatat sebagai penduduk di wilayah Kabupaten Lahat;

Menimbang,  bahwa  Penggugat  telah  mengajukan  bukti  P.2  berupa

fotokopi  Kutipan  Akta  Nikah  yang  dikeluarkan  oleh  Pejabat  yang  berwenang

sebagai akta autentik, bermeterai cukup, telah dicap pos (nazegelen) dan sesuai

dengan aslinya, maka alat bukti tersebut telah memenuhi syarat formil, isi bukti

tersebut menerangkan bahwa Penggugat telah menikah dengan Tergugat pada

tanggal  24  Juni  1999,  relevan  dengan  dalil  yang  hendak  dibuktikan  oleh

Penggugat,  maka  bukti  P.2  sebagai  akta  otentik  mempunyai  kekuatan

pembuktian yang sempurna dan mengikat;

 Menimbang,  bahwa berdasarkan bukti  P.2 tersebut  harus dinyatakan

terbukti  bahwa Penggugat  dengan  Tergugat  adalah  suami  istri  sah,  menikah

pada  tanggal  24  Juni  1999,  hal  tersebut  sesuai  ketentuan  pasal  7  ayat  (1)

Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa saksi 1 dan 2 memenuhi syarat formil dan materiil

sebagai  saksi  sesuai  Pasal  172  ayat  (1),  Pasal  308  dan  Pasal  309  R.Bg.,

sehingga membuktikan bahwa:

1. Setelah  menikah  Penggugat  dan  Tergugat  membina  rumah  tangga

terakhir di rumah kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxx Kikim Timur sampai

dengan berpisah; 

2. Penggugat dan Tergugat telah dikaruniai 2 (dua) orang anak; 
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3. Awalnya  rumah  tangga  Penggugat  dan  Tergugat  rukun  dan  harmonis,

namun sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; 

4. Penggugat dan Tergugat sudah pisah tempat tinggal, sampai sekarang

sudah berjalan lebih dari 8 (delapan) tahun lamanya;

5. Sejak Tergugat pergi,  Keduanya tidak pernah bersama kembali  sampai

dengan saat ini; 

6. Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan oleh keluarga, namun tidak

berhasil;

Fakta Hukum

Menimbang, bahwa berdasarkan analisis bukti-bukti di atas ditemukan

fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Penggugat dengan Tergugat adalah suami istri sah;

2. Bahwa Penggugat dan Tergugat membina rumah tangga terakhir di rumah

kediaman bersama di xxxx xxxxxxxxx Kikim Timur sampai dengan berpisah;

3. Bahwa sejak tahun 2014 Tergugat pergi meninggalkan Penggugat; 

4. Bahwa  antara  Penggugat  dan  Tergugat  berpisah  tempat  tinggal  8

(delapan) tahun lamanya sampai dengan sekarang tidak pernah kembali;  

5. Bahwa  pihak  keluarga  telah  berusaha  mendamaikan  dan  merukunkan

Penggugat dan Tergugat, akan tetap tidak berhasil damai dan rukun kembali;

Pertimbangan Petitum Perceraian

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta-fakta  tersebut  di  atas  Majelis

Hakim memberi pertimbangan sebagai berikut:

Menimbang,  bahwa  berdasarkan  fakta  Tergugat  telah  pergi

meninggalkan  Penggugat  sejak  8  (delapan)  tahun  yang  lalu  sampai  dengan

sekarang tidak pernah kembali, maka Majelis Hakim berkeyakinan bahwa rumah

tangga Penggugat  dan Tergugat  telah pecah karena telah hilang ikatan batin

antara  Penggugat  dan  Tergugat.  Sehingga  mempertahankan  Penggugat  dan

Tergugat  tetap  berada  dalam  ikatan  perkawinan  justru  akan  menimbulkan

dampak  yang  tidak  baik  bagi  kedua  belah  pihak  ataupun  salah  satu  pihak

diantaranya. Oleh karena itu, menceraikan Penggugat dari Tergugat adalah lebih

baik  dan  lebih  bermanfaat.  Hal  ini  sesuai  dengan  qaidah  fiqhiyyah yang

berbunyi: 
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المـصــالـح؛ جـلــب على مـقـــدم المـفـــاســـد درء

Artinya:  “Menghindari  mafsadat  lebih  diutamakan  untuk  menjaga

kemaslahatan”;

Menimbang,  bahwa Pasal  21  ayat  (2)  dan  (3)  Peraturan  Pemerintah

Nomor 9 Tahun 1975 dan Pasal 133 ayat (1) dan (2) Kompilasi Hukum Islam

memberikan  batasan  bahwa  perceraian  dengan  alasan  Pasal  19  huruf  b

Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.  Pasal  116 huruf  b  Kompilasi

Hukum Islam dapat diajukan setelah lampau 2 tahun terhitung sejak Tergugat

meninggalkan rumah dan gugatan dapat diterima apabila Tergugat menyatakan

atau menunjukkan sikap tidak mau lagi kembali ke rumah kediaman bersama;

Menimbang,  bahwa berdasarkan  pertimbangan-pertimbangan  tersebut

diatas, Majelis Hakim berkesimpulan bahwa gugatan Penggugat telah terbukti

dan beralasan hukum sesuai dengan Pasal 39 ayat (2) Undang-undang Nomor 1

Tahun 1974 jo. Pasal 19 huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 jo.

Pasal 116 huruf b Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di

atas maka gugatan Penggugat dapat dikabulkan dengan verstek;

Biaya Perkara

Menimbang,  bahwa  karena  perkara  a  quo  masuk  dalam  bidang

perkawinan,  berdasarkan Pasal  89  ayat  (1)  Undang-Undang Nomor  7 Tahun

1989  tentang  Peradilan  Agama  sebagaimana  telah  diubah  dengan  Undang-

Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang

Nomor 50 Tahun 2009, maka biaya perkara ini dibebankan kepada Penggugat;

Mengingat,  peraturan  perundang-undangan  yang  berlaku  dan  hukum

syar’i yang berkaitan dengan perkara ini;

Amar Putusan

MENGADILI:

1. Menyatakan Tergugat yang telah dipanggil secara resmi dan patut untuk

menghadap sidang tidak hadir;

2. Mengabulkan gugatan Penggugat secara verstek;

3. Menjatuhkan talak satu ba’in sughra Tergugat (Suyadi bin xxxxxxxxxxx)

terhadap Penggugat (xxxxxxxxxxx);
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4. Membebankan  kepada  Penggugat  untuk  membayar  biaya  perkara  ini

sejumlah Rp295.000,00 (dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah);

Penutup

Demikian  diputuskan  dalam  rapat  musyawarah  Majelis  Hakim

Pengadilan  Agama Lahat  pada hari  Selasa tanggal  02  Januari  2024 Masehi

bertepatan dengan tanggal 20 Jumadil Akhir 1445 Hijriah, oleh Bakhtiar, S.H.I.,

M.H.I. sebagai Ketua Majelis, Drs. H. Pahmuddin, M. H. dan Muhammad Zhamir

Islami, S.H.I sebagai Hakim Anggota dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk

umum pada hari itu oleh Ketua Majelis dengan dihadiri para Hakim Anggota dan

Andi  Riadlul  Jannah,  S.  H  sebagai  Panitera  Pengganti  serta  dihadiri  oleh

Penggugat tanpa hadirnya Tergugat.

Ketua Majelis,

Bakhtiar, S.H.I., M.H.I.
Hakim Anggota 

Drs. H. Pahmuddin, M. H.

Hakim Anggota 

Muhammad Zhamir Islami, S.H.I

Panitera Pengganti,

Andi Riadlul Jannah, S. H

Perincian biaya :

1. PNBP

a. Pendaftaran : Rp 30.000,00

b. Panggilan Pertama P dan T : Rp

20.000,00

c. Redaksi : Rp 10.000,00

d. Pemberitahuan isi putusan : Rp

10.000,00
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2. Biaya proses : Rp 80.000,00

3. Panggilan : Rp 90.000,00

4. Pemberitahuan isi putusan : Rp

45.000,00

5. Meterai : Rp           10.000,00  

J u m l a h : Rp 295.000,00 

(dua ratus sembilan puluh lima ribu rupiah)
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